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MENTERD KESEHATAN REPBULIK INDONESIA

a.

bahwa dalam rangkah mendekatkan dan memperluas
jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
yang bertujuan untulk menurunkan angka kematian
bayi dan balita serta angka kematian ibu, perlu
dilakukan penyebaran Ltenaga bidan secara merata

sampai wilayah pedesaan,

bahwa berhubung dengan huruf a diatas, perlu di-
lLetapkan Peraturan Menteri ‘Kesehalan Republik

Indonesia tentan% Masa Bakli Bidan,

L]

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Kesehatan;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga
Kesehatan;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib

Kerja Tenaga Paramedis;

Undang-undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian;
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Peraturan

Penyerahan

IMENTERI KESEHAYAN
HEPUBLIK INDONESIA

e

1987

Pemerintanan

Pemerintah Momor 7 Tahun tentang

Sebagian Urusan Dalam

Bidang Kesehatan Kepada Dacvrab,

¢ £ o1 13 [ JSG VI O L < S Wl

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEUATAN REPUBLIK INDONESTIA

TENTANG MASA BAKTI

BIDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal | !

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan :

.

kYo

A

(¢

Bidan adalah seorang yang Ltelah mengikuti dan

menyelesaikan pendidikan Bidan yang telah diakui

Pemerintah dan rulus ujian sesuail denyan persya- ;
ratan yang berlaku. : .
Masa Dbakti Wdalah masa pengabdian Bidan dalam

L . F
rangka menjalankan tugas sebagai Bidan pada

sarana kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Program Pendidikan Bidan disingkat PPB adalah pro
gram pendidikan sebagaimana dimaksud didalam Pe-

raturan Menteri Kesehatan No 386/Menkes/SK/V1I/

1985 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan

Bidan.

Desa adalah Wilayah adiministrasi tingkat Desa,

yang belunm terjangkau oleh sarana  keschalan.
Kakandep adalah Kepala KanlLor Departemen Kesehal-

an di Kabupaten/Kotamadya,

Kakanwil adalah Kepala Kantor Departemen Kesehal-

an di Propinsi.
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g. Dirjen adalah Direktur Jenderal Pelayanan Medlk

atau Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masya-
rakat.

BAB II
PELAPORAN
Pasal 2

(1). Pimpinan penyelenggara pendidikén ‘Bidan wajib
menyampaikan ' laporan secara tertulis kepada
Kakanwil setempat mengenai peserta didik Bidan
selambat-lambatnya 1 (satu) '~ bulan setelah di
nyatakan lulus.

(2) " Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat
daftar nama lulusan Bidan, status peserta didik

dan instansi asal.
' \

L}

(3) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayat
(2) seperti tersebul dalam lampiran I peraturan

ind.

: Pasal 3
(1). Bidan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud
pasal 4 diberikah Surat Penugasan oleh Kakanwil

setempat.

T
(2). Bentuk dan isi surat penugasan sebagaimana dimak-
sud ayat (1) seperti tersebut dalam lampiran 1I
peraturan ini. : :



MENTENI KESEMATAN
REPUBLIK INDONESIA

L]

e

Pasal 4
Surat Penugasan scLagaimana dimaksud pasal 3 merupakan
pemberian kewenangan wunlbuk melakukan pekerjaan sebagail
Bidan dan Surat .Penugasan dimaksud sebagail dasar untuk

memperoleh ijin praktek perorangan,

BAaL IL1
MASA BAKTI
Pasal 5 .
(1) Pelaksanaan masa bakti diutamakan untuk memenuhi
program kesehatan dalam rangka pemerataan

pelayanan Kesehatan.

(2) Penempatan bidan di luar ketentuan sebagaiman di-
maksud ayat (1) dilaksanakan setelah kebutuhan

program terpenuht.

: Pasal. 6
Penempaltan BDidan uhltuk pemenuhan  kebutuban proguran
kesehatan dengan drutan prioritas sebagai berikut
a. Di Desa;
b. Di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
c. Di Rumah Sakit/Puskesmas yang ada di Ibukota Daerah

Tingkat I atau Tingkat II.

Pasal 7
Lamanya pelaksanaan masa “bakti sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6, dilaksanakan sekurang-kurangnya :
a. 3 tahun untuk di Desa
b. 3 tahun untuk di Puskesmas/Puskesmas Pembantu,.
(o5 5 tahun untuk di Rumah Sakit, Puskesmas yang ada di

Ibukota Daerah Tingkat [/Tingkal II.
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Pasal B
(1). Bidan yang telah selesal melakganakan masa bakti
diberikan Surat Keterangan selesai Masa Bakti

yang dikeluarkan oleh Kakanwil setempat,

(2). Benlbuek dan isi Surat Keterangan sebagaimana di-
maksud ayat (1) seperti tersebut dalam Lampiran

11l peraturan ini.

Pasal 9
Bidan yang telah melaksanakan Masa Bakti dapat :
a. Mongembangkan karier melalul jalur pendidikan dan
calysihan atay pindan ke  sarana kesehatan Llain,

sesual dengan peratuvan yanyg berlaku.,

b. Mengembangkan karior melalui jabatan fungsional
atau sltruktural atau melaksanakan praktek perorang-

an seltelah memenupi ketentuan perundang-undangan

yang baerlolku, :
BAL IV«
PEMBINAAN "DAN PEMGAWASAN
Pasal 10

(1). Pembinaan dan pengawasan secara tehnis dilaksana-
kan oleh Direktur Jenderal. dengan mengikutserta

kan organisasi profesi.

(2). Pembinaan dan pengawasan administratif dllaksa-

nakan oleh pimpinan uniltl kerja yang bersangkutan.
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Pasal 11
Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini di-
kenakan sanksi administrasi seperti yang diatur
dalam pasal 11 Undang-undany Homor 6 Tahun 1964

tentang Wajib Kerja- Paramedis.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat
(1) berupa teguran lisan sampal pencabutan ijin
atau penggantian biaya selama mengikuti pendidik-
an bidan, yang seckurang-kurangnya 2 (dua) kali
dan sebanyak-banyaknya % (Lima) kali dari biaya

pendidikan Bidan.

-
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KETENTUANY PERAL LHAN
Pasal 12 '
Dengan berlakunya peraturan ini semua bidan yang
masih dan akan melaksanakan profesinya tetap
divdajibkan mendaftarkan diri ke Kanwil setempat

untuk mendapalkan Sucat Peanugasdn.,

Bidan yang pada saal Dberlakunya peraturan ini
telah melaksanakan tugas pada sdarana keschatan
pemerinlah alau swasla, sesunail dengan ketentuan
peratucran ini, dianggap teldah me laksanakan masa

hakti.
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Pasal L3}
Hal yang bersilal lehnis yang belum diatur dalam pe-

raturan ini akan diatnr Lorsendiri..

Fasal 14

Peraturan Mentari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar sebtiap ovang menqgetahui, memerintahkan pengundang

an. peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indannsia.
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Terbusan

L. rapusdiknakes Dopkes RI
2. Karo Repegawaian Setjen Dopkes RI.

*) Alamat yang nuxdah dihulangi,

k) Tugas belajar dari Instansi & Status
Kepegawaian,
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR 329 /MENKES/VI/PER/ 199
TANGGA!, lﬁ Juni, 1991
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DEPARTEMEN KESEUATAN REPUBLIK LHNDONESIA
SURAT - PENUGASAN

No .

Berdasarkan Peraturan Menteri Keschatan Republik Indo-

NEesia” NOIMOE . ieeereie o o o506 e s o witatelaetls v o) sta e el Lahun 19%0

tentang Masa Bakti Bidan bahwa kepada

N ama
Tempat/tanggal lahir

Ldd-u s an

diberikan Kkewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan

sebagai bidan, diseluruh wilayah Republik Indonesda.

Past foto DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

An. MENTERL KESEHATAN R.I.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROP.
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PERATURAN MENTERLI KESEHATAN RI
TANGCAL +329/MENKES/VI/PER/1991
NOMOR ol Jund 199

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK IﬂDONESIR
SURAT KETERANGAN
SELESAI MASA BAKITI BIDAN

No. i

Derdasarkan Paralturan Menteri Kesehatan Republik

TG B B A R N OMO ol et et ohtriahs o 5 vee as a7al e miakersdoiegre CELLILLT) 1990

tentang Masa Bakti Bidan, bahwa kepada

N ama
Tempat/tanggal. lahix
Pangkat/jabatan ~
Unit kerja

Dinyatakan telah Selesai” Melaksgnakan Masa Bakti.
terima kasih dan

Dan

kepada yang bersangkutan kami ucapkan
penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan ldasa

Bakti tersebut.

DIKELUARKAN DI ¢

PADA TANGGAL :

An. MENTERI KESEHATAN R.I.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROP.




